BAB VI

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan hasil analisis terhadap tindakan yang dilakukan oleh Ira
Nandha terkait tindakan doxing di Media Sosial, berikut ini disampaikan
pendapat hukum:

1.  Berdasarkan hasil analisis hukum, tindakan yang dilakukan
oleh Ira Nandha merupakan tindakan pelanggaran hukum.
Perbuatanya tersebut memenuhi unsur tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang —
Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang — Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang ITE, Pasal 65 ayat (2) Undang —
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi.

2.  Pemohon dapat melakukan pelaporan kepada kepolisian terkait
tindakan doxing sebagai langkah awal untuk melakukan
penyelidikan oleh kepolisian. Upaya perlindungan hukum dapat
dilakukan oleh pemohon dengan meminta perlindungan hukum
kepada kepolisian untuk melindungi identitas pribadi pemohon
selama proses pelaporan dan penyidikan berlangsung serta
meminta perlindungan hukum dari advokat sebagai kuasa hukum

pemohon.
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B.
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Rekomendasi Hukum

Berdasarkan analisis serta pendapat hukum yang telah dipaparkan,

terdapat rekomendasi hukum dalam legal memorandum ini sebagai berikut:

1.

Pemohon dapat melaporkan kasus ini ke Polres Metro Tangerang Kota
dengan dasar Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19
Tahun 2019 tentang ITE, dengan melampirkan bukti digital (tangkapan
layar, komentar publik, dan bukti penyebaran ulang). Pemohon juga
dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar Pasal 1365
KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan perlindungan informasi pribadi
yang ada dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi yang
mewajibkan persetujuan dari pemilik data. Pelaporan ini bertujuan
untuk menjerat pelaku dengan sanksi pidana serta memberi efek jera.

Pengaduan atau laporan dalam kasus ini termasuk dalam delik aduan,
hanya dapat diproses secara hukum jika ada pengaduan atau laporan
dari pemohon yang dirugikan secara langsung. Pemohon disarankan
untuk menempuh jalur pidana dan perdata secara bersamaan, untuk
memberikan efisiensi waktu. Jika tidak bisa dilakukan secara
bersamaan maka pemohon dapat mengajukan gugatan perdata secara

terpisah.
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